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ABSTRACT

Where Pancasila is now? Question is what I am trying to solve in this article, departing from the issuance of the Code of Conduct for Public Accountant fully adopted from IFAC then be raised doubts whether these codes have values ​​or elements that notabenya Pancasila is the soul of this nation, the question now is where is Pancasila also arise from the tragic situation ethics violations committed by accountants when there has been a code of conduct (adopted from IFAC) are set. the review of the literature found that for the first precepts (on God) which is the main base of the Pancasila is not reflected in the IFAC code of ethics adopted in full by the IAPI. Second principle (fair and civilized humanity) human nature is human fair fair fair herself in humans (including the environment) and fair in his Lord, so did the civilized man is a man who meets all aspects of a humanitarian nature optimally and the code of ethics accountant is not depicted or described in order to fulfill his duties as an accountant human nature that is fair and civilized. Third Precept (Association of Indonesia), Independence is the main goal of the third principle, the unity of nature is not separated or divided human nature. Separating or not mencamtumkan the text in the code of ethics of the one human nature (God) is not the same as creating unity in this country.
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ABSTRAK

Dimanakah pancasila kini berada? Pertanyaan inilah yang berusaha saya pecahkan dalam artikel ini, berangkat dari penerbitan Kode etik Akuntan Publik yang sepenuhnya diadopsi dari IFAC maka haruslah timbul keraguan apakah kode etik tersebut memiliki nilai-nilai atau unsur pancasila yang notabenya adalah ruh bagi bangsa ini, pertanyaan dimanakah pancasila kini berada juga timbul dari tragisnya situasi pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan padahal telah ada kode etik (diadopsi dari IFAC) yang mengaturnya. hasil telaah pustaka ditemukan bahwa untuk sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang merupakan basis utama dari pancasila tidak tercermin dalam kode etik IFAC yang diadopsi secara penuh oleh IAPI. Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradap) hakikat manusia yang adil adalah manusia yang adil pada dirinya sendiri adil pada manusia lainnya (termasuk lingkungan) dan adil pada Tuhannya, begitu pula manusia yang beradap adalah manusia yang memenuhi segala aspek sebagai hakikat kemanusiaannya secara optimal dan pada kode etik akuntan tidak digambarkan atau dijelaskan agar akuntan memenuhi tugasnya sebagai hakikat manusia yang adil dan beradab. Sila Ketiga(Persatuan Indonesia), Kemerdekaan merupakan tujuan utama dari sila ketiga, persatuan hakikatnya adalah tidak dipisahkan atau dibagi-bagi hakikat manusia. Memisahkan atau tidak mencamtumkan dalam text pada kode etik tentang salah satu hakikat manusia (Berketuhanan)  sama saja tidak menciptakan persatuan di Negara ini. 
Kata Kunci: Kode Etik Akuntan Public, Pancasila sebagai idiologi Indonesia
PENDAHULUAN
“… Negara pada hakikatnya adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan moral, yang mewajibkan kepada pelaksana dan penyelenggara negara agar memegang teguh moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur agar negara tidak terjerumus ke dalam dictator. Mohamad. Hatta (Kaelan 2002)”

Kode akuntan publik adalah kode etik yang dibuat untuk menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus ditetapkan oleh setiap individu dan kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI (Kode Etik Profesi Akuntan Publik: 2008:4). Jika melihat sejarah mengapa kode etik akuntan publik ini dibuat diterbitkan hingga direvisi adalah tidak lain merupakan imbas dari kasus pelanggaran etika terbesar di dunia yaitu kasus Enron (2001) yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andrerson sedikit cerita dampak dari kasus enron adalah lebih dari 5.000 pegawai kehilangan pekerjaan diikuti diboykotnya kantor Akuntan Publik dalam menerima Klien hingga akhirnya Arthur andreson gulung tikar.
Agar kasus Arthur Andreson ini tidak terulang lagi dan tidak menjamur ke berbagai Negara termasuk Indonesia maka disusunlah kode etik yang berfungsi sebagai pegangan Akuntan Publik Indonesia agar menjalankan profesinya secara etis, akan tetapi disayangkan kode etik yang diterbitkan oleh institu Akuntan Publik Indonesia (AIPI) ini sepenuhnya diadopsi (kecuali poin tiga yang tidak diadopsi karena dirasa belum sesuai dengan kondisi Indonesia (Indriastuti, 2012:1) dari International Federation of Accountan Committee (IFAC). Sehingga harus ada keraguan apakah kode etik yang sepenuhnya diadopsi dari barat ini sudah sesuai dengan Idiologi bangsa ini yaitu idiologi pancasila, mungkin pembaca bertanya mengapa kode etik akuntan Indonesia haruslah sesuai dengan idiologi bangsa ini (pancasila terdiri dari lima sila: ketuhanan Yang Maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan social Bagi seluruh rakyat Indonesia)? Mengutip pernyataannya mantan presiden pertama Indonesia yaitu Mohamad. Hatta menyatkan bahwa: “… Negara pada hakikatnya adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan moral, yang mewajibkan kepada pelaksana dan penyelenggara negara agar memegang teguh moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur agar negara tidak terjerumus ke dalam dictator (Mohamad. Hatta (Kaelan 2002: 142)”

Pernyataan presiden Indonesia ini merupakan pernyataan segaligus mewanti-wanti kepada kita (bangsa Indonesia) untuk terus memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam kehidupan bernegara agar kita tidak terherumus kedalam ditaktor/ penjajahan bukan saja penjajahan yang berasal dari dalam negeri akan tetapi juga konsep Ketuhanan menjadi perisai bangsa ini dari penjajahan dari luar. Konsep ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradap inipula seharusnya tercermin dalam kode etik akuntan publik, mengingat bahwa tanggungjawab akuntan publik adalah untuk melindungi kepentingan publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2008:6), maka dengan konsep ketuhanan yang kuat tindakan tidak etispun tidak akan terjadi(Ludigdo dan Ari: 2012) inilah alasan pertama dan utama mengapa kode etik Indonesia haruslah berdasarkan idiologi pancasila karena pancasila mencerminkan jati diri bangsa ini,

Kode etik dibuat untuk mencegah pelanggaran tidak etis yang dilakukan oleh akuntan publik Indonesia misalnya saja tindakan tidak etis berupa tidak independennya akuntan, jika berkaca kepada pancasila maka hal inipun tercermin pada sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) akan tetapi makna sila kedua ini lebih dalam jika hanya dibandingkan dengan kode etik akuntan indonesia yang sepenuhnya diadopsi dari IFAC (akan dibahas lebih lanjut di pembahasan), apa yang akan terjadi jika kode etik tidak sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia? Berkaca pada penelitiannya Ludigdo dan Ari (2012) menyatakan bahwa:Adopsi Kode etik IFAC di Indonesia juga berarti bahwa nilai-nilai 'asing' yang dipaksakan kepada etika akuntan Indonesia mengakibatkan ketidakmampuan akuntan 'untuk memecahkan masalah-masalah lokal
Kode etik IFAC yang diadopsi oleh Indonesia secara langsung mematahkan kemampuan Akuntan Indonesia dalam memecahkan masalah-masalah lokal, sehingga tidaklah heran walaupun sudah ada kode etik akuntan kecurangan akuntan di Indonesiapun tetap masih terjadi hal yang samapun diuangkapkan oleh Mulawarman dan Ludigdo (2010: 423) masalahnya bukan hanya pada masalah perilaku etis, tetapi juga terkait erat dengan masalah ekonomi dan atau akuntansi itu sendiri mengidap nilai-nilai tidak etis. misalnya dari sisi akuntan intern tercermin dari kasus Kimia Farma yang terjadi tahun 2001tentang penggelembungan laba bersih yang berakhir dengan dijatuhkan-nya hukuman denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofaselaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk (lihat lebih lanjut di:http://www. bapepam.go.id) kemudian kasus pada profesi akuntan perpajakan yaitu gayus tambunan yang terjadi pada tahun 2009 yang akhir-akhir ini diberitakan bahwa gayus difonis humukan selama delapan tahun (baca selanjutnya di:http://sp. beritasatu.com/home/hukuman-gayus-tambunan-diper-berat-menjadi-8tahun/ 22030) bahkan untuk pelanggaran kode etikpun terjadi tidak hanya pada praktisi akuntansi tetapi juga mewabah hingga ke akuntan pendidik, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oleh Mellisa dan Ludigdo tentang persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika akuntan pendidik di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di salah satu universitas di Indonesia, dari hasil penelitiannya menemukan beberapa pelanggran kode etik akuntan pendidik berupa: Pelanggran pada prinsip pertanggung jawaban ditemukan beberapa dosen menjatuhkan mahasiswa yang “kurang” di depan umum dan tidak untuk tujuan pendidik. Prinsip etika kepentingan publik merokok di ruang kelas saat perkuliahan berlangsung. Prinsip etika objektivitas memberikan nilai tanpa trasparasi/tidak objektif prinsip keempat kompetensi dan kehati-hatian yaitu berbicara fulgar/ seronok/menggunakan bahasa yang tidak tepat. Prinsip etika kerahasiaan membicarakan aib/ informasi rahasia dosen lain. Prinsip etika perilaku professional datang terlambat pada saat perkuliahan tanpa alasan yang jelas/ kurang disiplin.
Mendukung penelitiannya Mellisa dan Ludigdo, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2013) yang mengakui dosa-dosa akuntan pendidik yang belum sepenuhnya menjalankan tugas mereka sebagai tenaga akuntan pendidik. Memang khusus untuk kasus pelanggaran etika akuntan pendidik hanyalah kasus pelanggaran yang didasarkan dari persepsi mahasiswa dan dosen yang belum sampai keranah hukum seperti kasus yang disebabkan oleh praktisi akuntan

Berangkat dari permasalahan kode etik yang digembar gemborkan tidak dapat memberikan solusi kepada akuntan Indonesia untuk menyelesaikan masalah lokal, saya berusaha saya berusaha untuk melihat secara tajam sisi hitam dari kode etik akuntan dalam kacamata pancasila sebagai idiologi bangsa Indonesia dengan merumuskan judul artikel “dimanakah pancasila kini berada? Sebuah tinjauan kritis terhadap kode etik akuntan publik Indonesia”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2012: 14). Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode post potivisme karena berlandaskan pada filsafat post potivisme. Metode ini juga sebagai metode artistik, karena proses penelitan lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Selanjutnya menurut Maleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Denzin dan Lincold (dalam Maleong, 2012: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari berbagai pengertian pendekatan kualititatif dapat disimpulkan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena disituasi sosial tertentu dengan pendekatan alamiah,

Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan tinjauan pustaka yaitu kode etik akuntan publik Indonesia dan mencari nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam kode etik tersebut.
HASIL

“Pancasila merupakan suatu objek pokok bagi kehidupan kenegaraan, sehingga merupakan suatu dasar fundamental bagi para penjabaran norma-norma moral dan etika dalam kehidupan kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan (kaelan 2002: 141)”
1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengantar

Moh. Hatta: sila ketuhanan yang maha esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan… dengan sila ketuhanan yang maha esa politik Negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini menjadi dasar memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan dan persaudaraan
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama yang menjadi idiologi bangsa Indonesia, ditempatkan pada sila yang pertama karena poin ini merupakan pondasi dari keempat sila dan juga dalam sila yang pertama ini adalah mencerminkan jati diri Indonesia adalah Negara yang beragama yang mengakui dan membenarkan adanya Tuhan yang memang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuhan yang utuh yang mempunyai susunan hirarki dan berbentuk piramidal (Kalean 2002: 144) maka pengertian pancasila untuk sila pertama adalah: “Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Dipahami dari pengertian di atas bahwa pancasila tidaklah independen antara satu sila dengan sila lainnya akan tetapi saling melengkapi dan masing-masing memiliki makna tersendiri.

Hubungan Negara dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Secara merupakan refleksi dari keadaan masyarakat yang berada di Indonesia yang mengakui adanya Tuhan (religius) yang sebagian besar tidak diakui oleh Negara-negara maju di barat, hubungan antara Sila pertama dan Negara dapat digambar seperti berikut:
Keterangan:
Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan dan pada hakikatnya pendukung pokok negara adalah Manusia oleh sebab itu terdapat hubungan langsung antara Negara dengan manusia, sedangkan hubungan antara Negara dengan Tuhan adalah tidak langsung disebabkan oleh manusia yang merupakan unsur pokok negara merupakan manusia sebagai makluk ciptaan tuhan (Kalean 2002: 144), dalam agama Islam hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan ini dijelaskan dalam Qur’an surat Al-imran ayat 112: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, jadi jelaslah bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang beragama yang mendasarkan norma-norma dan nilai hukumnya tidak terlepas dari ajaran agamanya dan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa inipun merupakan dasar atau pundasi yang menguatkan Negara ini, hal inipun tercermin dari pernyataan presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno yang menyatakan bahwa: “Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin”.

Disimpulkan bahwa sila pertama merupakan sila yang menjadi pundasi bagi Negara ini, sila pertama dijadikan sebagai pundasi karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia merupakan ciptaan Tuhan dan sudah selayaknya nilai-nilai ketuhanan tercermin dalam kehidupan masyarakat pemerintah tidak terkecuali pada kode etik akuntan publik Indonesia karena akuntan yang berada di Indonesia merupakan akuntan yang fitrahnya merupakan ciptaan Tuhan.

Kode Etik Akuntan dengan Sila Pertama

Dimanakah pancasila kini berada? Atau adanakah nilai pancasila (sila pertama) dalam kode etik yang di adopsi dari IFAC jawabannya jelaslah tidak, berkaca dari lima prinsip yang dirumuskan adalah tidak adanya text yang berhubungan dengan sila pertama ini (Ketuhanan Yang Maha Esa), mengapa ini menjadi penting? Karena dengan adanya text tentang sila pertama ini akuntan pegangan akuntan agar bertindak dengan etis akan menjadi kuat, karena dengan adanya konsep ketuhanan ini manusia sadar akan peran dan hubungannya dengan Tuhan maka tindakan tidak etispun tidak akan terjadi (Ludigdo dan Ari: 2012).

Pernyataan Ludigdo dan Ari dipahami bahwa etika dan konsep ketuhanan sangatlah erat, seseorang yang memiliki Tuhan di dalam hatinya pastilah dia beretika akan tetapi orang yang beretika belum tentu memiliki Tuhan di dalam hatinya inilah mengapa konsep ketuhanan amatlah penting, utama dan pertama yang dijadikan idiologi bagi Indonesia, ironinya pada kode etik akuntan indonesia yang baru-baru ini diterbitkan tidak mencantumkan text tentang sila pertama yang sangat pundamental bagi Indonesia, hal ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi akuntan Indonesia, karena pemisahan antara Tuhan dan kehidupan dunia (pekerjaan) sama saja menanam bibit liberalism di dalam profesi akuntan Indonesia

2.  KEMANUSIANAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Pengantar
Sila kedua adalah adil dan beradap, antara sila pertama dan sila kedua memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sila pertama karena pada seperti yang dijelaskan sebelumnya hakikat antara sila pertama sampai sila kelima memiliki unsur independent antara satu dan lainnya hal inipun tercermin dalam pengertian sila kedua di bawah ini: “Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang berketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadila social bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hubungan Negara dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam sila ke dua ini terdapat sederatan kata, yang dmulai dengan kemanusiaan, kemanusiaan menurut (Kalean 2002: 162) adalah inti sila dari pancasila karena manusia adalah sebagai pendukung pokok Negara, oleh sebab itu manusialah yang menjadi subjek atau pendukung  sila-sila pancasila. Lebih lanjut kalean membagi unsur-unsur hakikat manusia kedalam tiga susunan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Dipahami dari gambar di atas bahwa hakikat manusia adalah manusia yang terdiri dari dirinya sendiri berupa raga dan jiwa kemudian manusia ini tentulah tidak bisa terlepas dari lingkungan sekitarnya yaitu manusia yang lain dan termasuk juga lingkungan dan tentunya juga hubungan manusia tidak bisa terlepas dari sang penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang refleksi dari Tuhan Yang Maha Esa ini tercermin di sila pertama.

Kode Etik Akuntan dengan Sila Kedua
Ditinjau secara umum bahwa sila kedua ini secara besar bisa disamakan atau setidaknya memiliki unsur yang sama dengan kode etik akuntan Indonesia sedikit bercerita tentang kode etik akuntan publik terdiri atas lima prinsip dasar yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip integritas:
Setiap praktisi harus tegas dan jjur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya
2. Prinsip objektivitas:
Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektifitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya
3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional:
Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompoten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktek, perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara professional dan sesuai dengan standar profesi dank ode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesinya
4. Prinsip kerahasiaan:
Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dieproleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh menggungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk menggungkapkan sesuai dengan ketentuan hokum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahaisa yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.
5. Prinsip perilaku professional:
Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendikredit-kan profesi
(Sumber, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2008:7)
Sekilas memang bisa menggambarkan konsep sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena dalam kode eti seorang akuntan dituntut untuk berperilaku adil, jujur dan sebagainya akan tetapi kelima kode etik sudah benar-benar mewakili nilai yang terdapat dalam sila kedua ini? Jawabnnya tentu tidak karena dalam sila ke dua mengandung nilai kemanusiaan dimana Hakikat manusia adalah manusia yang terdiri atas manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya (termasuk lingkungan sekitar) dan manusia dengan Tuhannya atau yang biasa disebut sebagai manusia “monopluaris”(Kalean 2002: 162), merunjuk pada konsep monopluaris inipun telah diterangkan dengan jelas dalam Q.S An-Nahl ayat 81: “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”
Ayat diatas dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara manusia dengan alam sekitar, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya yang dalam hal ini disebut sebagai konsep Monopluraris oleh Kalean, lebih lanjut dikatakan oleh Kalean bahwa kemanusiaan yang adil adalah manusia yang adil terhadap hakikat manusia “monopluaris” yaitu adil terhadap dirinya sendiri adil terhadap sesama manusia dan adil terhadap Tuhannya, jika konsep keadilan ditinjau dari sila kedua maka kode etik akuntan Indonesia yang tidak memberikan text tentang nilai Ketuhanan didalamnya adalah kode etik yang tidaklah adil, lebih lanjut dalam sila kedua ini juga terdapat nilai keberadaban dimana dikatakan  manusia yang beradap adalah manusia yang melaksanakan hakikat kemanusiannya “monopluralis” secara optimal, sama halnya seperti keadilan, jika manusia beradap dikatakan adalah manusia terlaksanakannya semua unsur hakikat manusia “monopluaris” maka kode etik yang dirumuskan adalah kode etik yang tidak beradad karena tidak mencakup hakikat manusia secara utuh.
3. PERSATUAN INDONESIA
“Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”

Pengantar 
Sila ketiga dari pancasilan adalah Persatuan Indonesia, perlu di ingat dan digarisbawahi bahwa antara sila pertama sampai pada sila kedua membentuk suatu hirarki dan saling independen (terkait), yang berarti bahwa sila persatuan Indonesia merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sela pertama maupun sampai sila ke lima, oleh sebab itu rumusan pengertian sila pertama ini adalah: Persatuan Indonesia adalah kebertuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna dari persatuan Indonesia sangat jelas tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Perjuangan perkerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantakan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Poin penting yang dipahami dari pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan, kiblat kemerdekaan adalah membentuk persatuan Indonesia mengapa kiblat kemerdekaan merupakan persatuan Indonesia karena persatuan indoensia merupakan faktor kunci ataupun syarat mutlak dari suatu Negara. Makna persatuan adalah merupakan satu kesatuan antara ciri khas, sifat dan karekter yang tentunya tidak dibagi-bagi atau tidak dipisahkan. Yang menjadi ciri, sifat dan karakter Negara Indonesia adalah pancasila.

Kembali kepenjelasan sebelum-nya bahwa hakikat kemerdekaan adalah persatuan dan hakikat persatuanadalah tidak adanya pemisah antara karekter Negara Indonesia dan karakter Negara Indonesia adalah pancasila pada sila pertaman tentang ketuhanan yang tidak ditemukan dalam kode etik akuntan Indonesia, pada sila kedua merupakan kemanusaiaan dimana hakikat manusia yang adil dan beradap adalah manusia yang terlaksananya secara penuh hubungan antara manusia dengan dirinya manusia, manusia dengan manusia yang lainnya (termasuk lingkungan), dan manusia dengan Tuhannya,  hakikat sila kedua inipun inipun erat kaitannya dengan sila ketiga yaitu Persatuan, dimana hakikat persatuan adalah tidak dibagi-bagi atau dipisahkan hakikat manisia, memisah-kan atau tidak mencamtumkan dalam text kode etik tentang salah satu hakikat manusia (Berketuhanan)  sama saja tidak menciptakan persatuan di Negara ini atau lebih ekstrimnya kode etik akuntan publik indonesia adalah alat penjajah bangsa ini karena berusaha memisahkan persatuan yang seutuhnya dari negeri ini. Hal ini serasa senada dengan pidato bapak BJ Habibi.
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANA-AN DALAM PERMUSYAWARA-TAN PERWAKILAN

Berdasarkan persatuan dan kesatuan antara satu sila dan sila lain yang berada dipancasila maka arti dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah: Kebertuhanan Yang Maha Esa, bermanusia yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin penting yang harus dijelaskan dalam sila ke empat ini adalah terdapatnya perbedaan antara sila pertama dan sila ke dua, perbedaan tersebut adalah dalam sila ke empat ini jika dibaca sekilas tidak meliputi hidup manusia secara keseluruhan, akan tetapi hanya menyangkut sebagian lingkungan hidup manusia yaitu hidup bersama didalam masyarakat dan Negara Indonesia, akan tetapi kembali lagi kepada dasar pancasila adalah majemuk tuggal, saling ketergantungannya antara sila dalam pancasila maka sila keempat inipula didasari dan dijiwai nilai-nilai kemanusiaan (yang bersifat kerohanian) saling independennya satu sila dengan sila yang lain diilustrasikan oleh kaelan sebagai berikut : Hakikat Negara adalah lembaga kemanusiaan yang bersatu (sila ketiga) yang disebut bangsa, adapun bangsa pada hakikatnya adalah berasal dari manusia-manusia (sila kedua) sebagai makhluk tuhan yang maha Esa (sila pertama) oleh karena itu kerakyatan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan asas hidup kerohanian yaitu manusia, karena adalah sebagai pendukung pokok Negara.
Penjelasan oleh Kalean dipahami bahwa walaupun secara text sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” tidak memberikan penelakanan kepada keutuhan manusia, akan tetapi kembali lagi kepada makna pancasila majemuk tuggal sehingga nilai-niali yang berada dalam sila keempat inipun tidak terlepas dari hakikat manusia yang seutuhnya.
Kode etik profesi akuntan publik memang secara sekilas menggambarkan poin sila ke tiga dan keempat akan tetapi dalam kode etik akuntan publik tidak meliputi kehidupan manusia secara setuhnya. Sehingga gambaran yang ditangkap disediakannya kode etik ini hanyalah untuk Negara-negara yang menganut paham  atheis, sekulerisme, liberal, theokrasi dan akan tetapi kode etik yang ada sekarang ini bukanlah kode etik untuk Negara yang berdasarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia). Maka seharusnya Indonesia tidak hanya mengadopsi secara penuh saja kode etik yang berasal dari IFAC tetapi juga harus memfilter atau mensortir nilai-nilai yang sesuai dengan idiologi bangsa kita pancasila, agar tak ada agi pertanyaan dimanakah pancasila kini berada.
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Sila yang terakhir dalam pancasila adalah sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa antara satu sila dan sila yang lain memiliki makna majemuk tuggal yang artinya bahwa antara satu sila dan sila yang lain tidak dapat berdiri sendiri (independent), akan tetapi jka diperhatikan secara seksama sila kelima inipun memiliki alasan tersendiri mengapa ditempatkan menjadi bagian akhir alasan utama mengapa sila ini ditempatkan di bagian akhir adalah karena sila ini merupakan tujuan dari empat sila lainnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengertian sila ke lima inipun sama halnya dengan sila-sila yang lainnya yang didalamnya mengandung unsur keempat sila yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, berpersatuan Indonesia, berkerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Inti sari dari sila kelima ini adalah keadilan “adil” yang jelas ketika berbicara adil sangatlah erat kaitannya dengan sila kedua “manusia yang adil dan beradab” manusia yang adil berarti manusia yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap Tuhan. Lebih lanjut lagi dikatakan sebagai keadilan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena manusia harus senantia memberikan apa yang telah menjadi hak tiap-tiap manusia untuk memenuhi keadilan terhadap dirinya sendiri dan terhadap Tuhannya. Dan keadilan terhadap Tuhannya inilah yang tidak terdapat di dalam kode etik akuntan public indoneisa sehingga keadilan yang tercipta hanyalah keadilan yang bersifat antara manusia dengan social (monodualis) akan tetapi bukan keadilan yang bersifat antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain (termasuk lingkungan) dan manusia dengan tuhannya (monopluralis).
Berbagai penjelasan tentang kode etik akuntan Publik Indonesia dan tidak relevansinya dengan pancasila seolah senada dengan keprihatinan salah satu mantan presiden Indonesia yaitu BH Habibi yang disampaikan melalui pidato pada hari peringatan pancasila tanggal 1 juni 2011 inti pidatonya menanyakan dimanakah pancasila kini berada, beliau menanyakan hal demikian karena rasa prihatin beliau terhadap bangsa ini yang mulai melupakan nilai-nilai pancasila yang merupakan roh bagi bangsa ini, untuk lebih jelasnya mengenai pidato beliau berikut saya tampilkan cuplikan pidato BJ Habibi :
Dimanakah Pancasila Kini Berada?
Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di bahas pada bab sebelumnya maka hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut, untuk sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang merupakan basis utama dari pancasila tidak tercermin dalam kode etik IFAC yang diadopsi secara penuh oleh IAPI.Pendapat saya hal ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi akuntan Indonesia, karena pemisahan antara Tuhan dan kehidupan dunia (pekerjaan) sama saja menanam bibit liberalism di dalam profesi akuntan Indonesia. Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradap) hakikat manusia yang adil adalah manusia yang adil pada dirinya sendiri adil pada manusia lainnya (termask makhluk lainnya) dan pada Tuhannya, begitu pula manusia yang beradap adalah manusia yang memenuhi segala aspek sebagai hakikat kemanusiaannya secara optimal dan pada kode etik akuntan tidak digambarkan atau dijelaskan agar akuntan pada kode etik akuntan. Sila Ketiga(Persatuan Indonesia), Kemerdekaan merupakan tujuan utama dari sila ketiga, persatuan hakikatnya adalah tidak dipisahkan atau dibagi-bagi hakikat manusia. memisahkan atau tidak mencamtumkan dalam text pada kode etik tentang salah satu hakikat manusia (Berketuhanan)  sama saja tidak menciptakan persatuan di Negara ini. Sila Keempat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan), memang secara sekilas sila keempat ini seolah telah diggambarkan pada kode etik yang tidak mencantumkan nilai ketuhanan didalamnya, akan tetapi kembali lagi kepada hakikat pancasila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sila dan sila yang lain maka secara tidak langsung kode etik akuntan publik tidak mencakup sila yang keempat meliputi kehidupan manusia secara setuhnya. Sehingga gambaran yang ditangkap disediakannya kode etik ini hanyalah untuk Negara-negara yang menganut paham atheis, sekulerisme, liberal, theokrasi dan akan tetapi kode etik yang ada sekarang ini bukanlah kode etik untuk Negara yang berdasarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia). Sila Kelimakeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, hakikatkeadilan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena manusia harus senantia memberikan apa yang telah menjadi hak tiap-tiap manusia untuk memenuhi keadilan terhadap dirinya sendiri dan terhadap makluk social dan terhadap Tuhannya. Dan keadilan terhadap Tuhannya inilah yang tidak terdapat di dalam kode etik akuntan publik Indonesia sehingga keadilan yang tercipta hanyalah keadilan yang bersifat antara manusia dengan sosial (monodualis) akan tetapi bukan keadilan yang bersifat antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain (termasuk lingkungan) dan manusia dengan tuhannya (monopluralis).
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